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Upah Minimum Provinsi ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Apabila
tidak maka akan mengakibatkan tujuan dari penetapan upah minimum tidak terpenuhi. Penelitian ini akan
membahas tentang prosedur penetapan Keputusan Gubernur DK Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2022. Penelitian ini juga akan membahas mengenai keberlakuan Keputusan Gubernur
DKI Jakartatentang Upah Minimum Provinsi DK Jakarta Tahun 2022 melalui analisis putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 231/B/2022/PT.TUN.JKT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis-normatif yakni meneliti mengenai asas-asas dan unsur-unsur yang terkandung
dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hukum perburuhan khusunya mengenai
pengupahan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari studi pustaka dan dokumen-
dokumen berkaitan dengan rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan
penetapan Upah Minimum Provinsi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan sehingga para pihak yang berwenang harus melaksanakan ketentuan-ketentuan berkaitan
dengan penetapan upah minimum sesuai dengan peraturan tersebut. Penelitian ini memberikan saran bagi
para pihak terkait untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kepastian hukum
dapat ditegakkan bagi para pihak.

...... The Provincial Minimum Wage is determined annually with provisions that must be complied with. If
not, it will result in the objective of setting the minimum wage not being met. This research will focus on the
procedures for determining the DK Jakarta Governor's Decree regarding the 2022 DK Jakarta Provincial
Minimum Wage. This research will also discuss the enforceability of the DKI Jakarta Governor's Regul ation
concerning the DK Jakarta Provincial Minimum Wage 2022 through an analysis of the decision of the
Jakarta Administrative Court Number 11/ G/2022/PTUN.JKT and decision of the High Administrative
Court of Jakarta Number 231/B/2022/PT.TUN.JKT. The research method used in this study isajuridical-
normative approach, namely examining the principles and elements contained in laws and regulations
related to labour law, especially regarding wages. This study uses secondary data obtained from literature
and related documents in analyzing the problem formulation. The results of this study show that the
provisions for setting the Provincial Minimum Wage have been regulated in Government Regulation
Number 36 of 2021 concerning Wages so the authorities must implement provisions related to setting the
minimum wage by these regulations. This research provides advice for related parties to implement
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applicable laws and regulations so that legal certainty can be upheld for the parties



